
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 1018/Kpts/KP.430/12/98

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN
PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANIAN
KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang 
:
a.
bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian dan lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor pertanian, perlu meningkatkan pelayanan oleh Pemerintah melalui pelaksanaan azas desentralisasi dan dekonsentrasi;

b. bahwa untuk mengantisipasi era globalisasi perdagangan pada abad 21, Pemerintah berketetapan untuk mewujudkan otonomi daerah seluas-luasnya kepada Dati II, kecuali untuk bidang-bidang tertentu yang strategis yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat; 

c. bahwa pelaksanaan azas desentralisasi harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

d. bahwa disamping yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, masuh ada wewenang perizinan di bidang pertanian yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;

e. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Undang-undang yang baru tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan peraturan pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanian kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.

MMengingat 
:
1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1972 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantsan dan Pengobatan Penyakit Hewan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan jo Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Susunan Kabinet Reformasi Pembangunan;

18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/OT.210/7/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Pertanian;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan 
:
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANIAN KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTANIAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Perizinan di bidang pertanian adalah :

(1) persetujuan prinsip; 

(2) izin usaha;

(3) izin perluasan usaha;

(4) persetujuan atau rekomendasi; yang meliputi subsektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan.

b. Pelayanan masyarakat adalah pelayanan yang diberikan oleh aparat pertanian kepada masyarakat yang terdiri atas pemantauan pelaksanaan terhadap :

(1) sertifikasi/pengawasan mutu benih tanaman dan bibit hewan/ternak;

(2) sertifikasi mutu hasil pertanian;

Pasal 2

Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian didelegasikan kewenangan perizinan dan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

a. Keputusan Menteri Pertanian No. 555/Kpts/TN.520/9/1987;

b. Keputusan Menteri Pertanian No. 557/Kpts/TN.520/9/1987;

c. Keputusan Menteri Pertanian No. 295/Kpts/TN.240/5/1989;

d. Keputusan Menteri Pertanian No. 362/Kpts/TN.120/5/1990;

e. Keputusan Menteri Pertanian No. 815/Kpts/IK.120/11/1990;

f. Keputusan Menteri Pertanian No. 745/Kpts/TN.240/12/1992;

g. Keputusan Menteri Pertanian No. 324/Kpts/TN.120/4/1994; sepanjang mengenai kewenangan yang telah didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.


Pasal 4

(1) Permohonan izin dan atau pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan lampiran Keputusan ini yang telah diajukan oleh warga masyarakat (pemohon) pada waktu Keputusan ini ditetapkan, diproses oleh Direktur Jenderal lingkup Departemen Pertanian.

(2) Permohonan izin dan atau pelayanan masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) setelah berlakunya Keputusan ini diproses oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.

(3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian dalam memproses permohonan dan atau pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti syarat dan tata cara berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Syarat dan tata cara pemberian izin dan pelayanan masyarakat yang belum diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri.


Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 29 Desember 1998

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin. M.Sc



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang EKUIN;

2. Menteri Koordinator Bidang Wasbang dan PAN;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS

5. Kepala BPKP;

6. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;

7. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;

8. Direktur Jenderal dan Kepala Badan lingkup Departemen Pertanian;

9. Sekretaris Pengendali Bimas;

10. Gubernur Kepala Dati I di seluruh Indonesia;

11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di seluruh Indonesia;

12. Bupati/Walikotamadya Kepala Dati II di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Pertanian
Nomor : 1018/Kpts/KP.430/12/1998
Tentang : Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanian Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.

A. Pada Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Pemberian izin usaha budidaya tanaman pangan dan hortikultura selain padi dan kedelai dengan luas lahan > 50-200 ha.

2. Pemantauan pelaksanaan pemberian izin usaha jasa budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati II.

3. Rekomendasi izin penggunaan pestisida dengan pesawat terbang.

4. Sertifikasi/pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura non impor.

B. Pada Subsektor Peternakan

1. Pemberian izin usaha obat hewan sebagai distributor.

2. Pemberian izin pemakaian bahan baku obat hewan dalam ransum makanan ternak.

3. Sertifikasi/pengawasan mutu bibit ternak non impor.

4. Pemberian izin pengeluaran bibit ternak antar pulau/Dati I.

5. Pemberian izin usaha peternakan dibidang pembibitan untuk keperluan Propinsi yang bersangkutan.

6. Pemberian izin usaha peternakan untuk kegiatan budidaya :

a. ayam ras > 65.000 ekor.

b. itik, unggas, entok atau kalkun > 25.000 ekor campuran.

c. burung puyuh > 50.000 ekor campuran.

d. burung dara 50.000 ekor campuran.

e. kambing, domba > 15.000 ekor campuran.

f. babi > 625 ekor campuran.

g. sapi potong > 500 ekor campuran.

h. sapi perah > 100 ekor campuran.

i. kerbau > 375 ekor campuran.

j. kuda > 250 ekor campuran.

k. kelinci > 1.500 ekor campuran.

l. rusa > 1.500 ekor campuran.

7. Pemberian/penolakan persetujuan prinsip yang dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi dalam rangka memperoleh Izin Usaha Peternakan.

8. Pemberian Izin Perluasan Usaha > 30% dari jumlah ternak yang diizinkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

9. Pemberian Izin Usaha Pemotongan Hewan dan atau Unggas kelas B non PMA dan PMDN.

C. Pada Subsektor Perikanan

1. Pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP) pembudidayaan ikan bagi yang menggunakan tenaga kerja asing kepada usaha pembudidayaan ikan yang menggunakan non fasilitas PMA dan PMDN :

a. di air tawar tanpa memperhatikan luas lahan;

b. di air payau tanpa memperhatikan luas lahan;

c. di laut tanpa memperhatikan luas lahan perairan.

2. Pemantauan pelaksanaan Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan Ikan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perikanan.

Menteri Pertanian,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, M.Sc

